
• Mengenai pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti adanya regulasi baru 

yang berlaku. Peneliti merasa masih kurang nya sosialisasi mengenai regulasi baru yang 

berlaku dikarenakan sebagin besar masyarakat kurang mengetahui adanya peraturan baru 

yang berlaku mengenai Undang – Undang Harmonisasi peraturan perpajakan terkait pajak 

UMKM.  

• Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar serta melaporkan SPT 

tergolong masih rendah, masih banyak nya wajib pajak yang telat dalam melaporkan SPT 

disarankan pihak KPP ataupun DJP secara konsisten melakukan upaya upaya untuk 

menarik masyarakat dan mendekatkan pelayanan perpajakan nya kepada masyarakat  
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